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SURAT EDARAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 04 /SE/KM /2025
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Umum

Manajemen talenta adalah serangkaian proses untuk menarik,
mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan pegawai berbakat
guna mencapai tujuan organisasi. Konsep ini melibatkan identifikasi,
pengembangan kompetensi, pengelolaan karier, serta penempatan
individu yang tepat pada posisi strategis. Tujuan utamanya adalah
menyelaraskan sumber daya manusia yang berkualitas dengan
kebutuhan organisasi, terutama untuk mengisi posisi kunci dan
memastikan keberlanjutan organisasi.

Penyelenggaraan manajemen talenta diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta diatur
juga dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut dijelaskan
bahwa setiap ASN berhak memperoleh pengembangan talenta dan karier
yang dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi,
kinerja, dan kebutuhan intansi pemerintah. Sejalan dengan kebijakan
nasional bahwa untuk melaksanakan manajemen talenta diperlukan
penyediaan data potensi dan kompetensi masing-masing sumber daya
manusia (SDM) di setiap instansi (talent pool). Untuk mengisi talent pool
inilah diperlukan penyelenggaraan kegiatan penilaian potensi dan
kompetensi SDM.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menerbitkan Surat Edaran
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia di Kementerian Pekerjaan Umum.

Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai




10.

11.

12,

13.

14.

15.

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun
2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
249);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian
Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 366);

Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2025 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1907);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
28);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor
Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 561);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 252);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019
tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1143);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Asesor Sumber Daya
Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 256); dan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun
2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen
Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah.



Maksud dan Tujuan

ip

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit
organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan
dan mengikuti penilaian potensi dan kompetensi.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas
sumber daya manusia melalui manajemen talenta sesuai standar
kompetensi jabatan dan tujuan strategis organisasi Kementerian
Pekerjaan Umum yang berpedoman pada sistem merit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup
Lingkup Surat Edaran ini meliputi:
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Prinsip Dasar;

Sumber Daya Penyelenggaraan;

Tempat Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi;
Perencanaan dan Persiapan Penilaian Potensi dan Kompetensi;
Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi;

Paska Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi;
Penjaminan Mutu;

Monitoring dan Evaluasi;

Masa Berlaku;

. Pembiayaan;

. Kerja Sama;

. Ketentuan Lampiran; dan
. Penutup.

Ketentuan Umum

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang di instansi pemerintah bukan sebagai ASN, meliputi
tenaga honorer, pegawai kontrak, tenaga ahli, tenaga pendukung,
dan sejenisnya yang dibayar menggunakan APBN/APBD.

Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam Surat Edaran ini
meliputi pegawai ASN dan Non ASN yang melaksanakan tugas di
instansi pemerintah pusat/daerah.
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Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam
melaksanakan tugas jabatan.

Kompetensi adalah keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang
dibutuhkan secara efektif dalam melaksanakan pekerjaan untuk
mencapai kinerja organisasi.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan
terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus
dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja
sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan dan keterampilan teknis
yang dapat diukur dan dikembangkan sesuai dengan standar bidang
teknis sesuai jabatan sasaran.

Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang
selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses
membandingkan kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi
jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode
Assessment Center atau metode penilaian lainnya.

Penilaian Kompetensi Teknis adalah suatu proses membandingkan
kompetensi yang dimiliki ASN dengan kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.

Metode Penilaian Kompetensi adalah cara menilai kompetensi dengan
menggunakan alat ukur dan simulasi dalam suatu rangkaian
pelaksanaan penilaian kompetensi.

Metode Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan
untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai
dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau
simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh
beberapa orang Asesor.

Kategori Sederhana adalah proses penilaian kompetensi dengan
metode Assessment Center menggunakan alat ukur paling kurang
wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi dan/atau
ditambah dengan paling kurang 1 (satu) simulasi tingkat sederhana.
Kategori Sedang adalah proses penilaian kompetensi dengan metode
Assessment Center menggunakan alat ukur wawancara kompetensi
tingkat sedang, tes psikologi, dan ditambah paling kurang 2 (dua)
simulasi tingkat sedang.

Kategori Kompleks adalah proses penilaian kompetensi dengan
metode Assessment Center menggunakan alat ukur wawancara
kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi, dan ditambah paling
kurang 3 (tiga) simulasi tingkat kompleks.

Metode Penilaian Lainnya adalah metode selain metode Assessment
Center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi.
Potensi adalah kemampuan, kekuatan, dan daya yang ada di setiap
orang yang berasal dari sifat, citra diri, motif, dan nilai dianut yang



masih terpendam namun dapat dimunculkan untuk berbagai
kepentingan kehidupan manusia.

21. Penilaian Potensi adalah proses membandingkan potensi yang
dimiliki ASN dengan standar potensi yang dipersyaratkan.

22. Asesor adalah Asesor SDM Aparatur dan Asesor Independen.

23. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut
Asesor SDM Aparatur adalah pejabat fungsional PNS yang
mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penilaian
kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan instansi
pemerintah.

24. Asesor Independen adalah Asesor yang tidak berstatus PNS dan
memiliki sertifikat Asesor kompetensi manajerial.

25. Narasumber atau Penilai Teknis adalah pejabat fungsional Ahli
Madya bidang teknis terkait/pejabat administrator atau yang lebih
tinggi pada unit kerja teknis terkait yang memahami proses menggali
substansi bidang teknis pada jabatan yang akan dinilai.

26. Asesi adalah pegawai ASN atau pegawai non PNS yang akan dinilai
kompetensinya.

27. Simulasi adalah alat ukur yang menggunakan persoalan untuk
menggambarkan situasi dan kondisi yang secara nyata dapat muncul
dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan asesi.

28. Wawancara Kompetensi adalah proses tanya jawab dengan
menggunakan panduan wawancara terstruktur yang disusun
berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan atau sedang
diduduki.

29. Umpan Balik adalah kegiatan penyampaian hasil kompetensi baik
secara langsung maupun tidak langsung.

30. Kamus Kompetensi adalah daftar jenis kompetensi, definisi
kompetensi, dan deskrispsi untuk setiap level kecakapan/kompetensi
yang ditetapkan.

Prinsip Dasar

Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di Kementerian Pekerjaan
Umum merupakan penggerak strategis manajemen SDM yang menyajikan
profil potensi dan kompetensi secara obyektif dan komprehensif, dengan
menggunakan metode Assessment Center yang mengedepankan prinsip
multi-raters, multi-tools, multi-methods, atau metode penilaian lainnya.

Sumber Daya Penyelenggaraan

Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di Kementerian Pekerjaan
Umum diselenggarakan dengan komponen SDM sebagai berikut:
1. Ketua Tim;

2. Administrator Asesmen;
3. Tim Penilaian Potensi dan Kompetensi; dan
4. Tim Pendukung.

Tempat Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi

Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di Kementerian
Pekerjaan Umum dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di Balai
Penilaian Kompetensi atau fasilitas lain di luarnya dengan standar yang
telah ditetapkan.




Perencanaan dan Persiapan Penilaian Potensi dan Kompetensi

Perencanaan dan Persiapan Penilaian Potensi dan Kompetensi
merupakan tahapan sebelum pelaksanaan penilaian kompetensi yang
terdiri dari alur pelayanan pelaksanaan secara umum, penugasan Asesor,
dan beban kerja.

Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi

Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di Kementerian Pekerjaan
Umum melibatkan berbagai mitra kerja terkait baik internal maupun
eksternal melalui beberapa metode Assessment Center dan/atau metode
penilaian lainnya yang disesuaikan dengan jumlah asesi dan/atau
karakteristik jabatannya.

Paska Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi
Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di Kementerian Pekerjaan
Umum yang telah terlaksana, dilanjutkan dengan beberapa tahapan
terkait pengolahan hasil dan pemanfaatan hasil yang meliputi:
Assessor Meeting (pada metode Assessment Center);
Integrasi Data (pada metode Assessment Center);
Pelaporan;
Penyampaian Hasil; dan
Pemberian Umpan Balik.
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Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di
Kementerian Pekerjaan Umum adalah suatu mekanisme yang sistematis,
terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses
penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi telah sesuai dengan
standar mutu yang berlaku.

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu fungsi manajemen
agar suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas,
sehingga memberikan kemudahan dalam mengatasi permasalahan yang
muncul sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam
menetapkan kebijakan.

Masa Berlaku

Pada saat Surat Edaran ini berlaku:

1. Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di
Kementerian Pekerjaan Umum sebelum Tahun Anggaran 2026
menggunakan pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya; dan

2. Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di
Kementerian Pekerjaan Umum yang diatur sesuai dengan Surat
Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pembiayaan
Pembiayaan Penilaian Potensi dan Kompetensi di Kementerian

Pekerjaan Umum diatur sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk kegiatan penilaian potensi dan kompetensi
pegawai Kementerian Pekerjaan Umum diprogramkan reguler pada
kegiatan Balai Penilaian Kompetensi;




2. Pembiayaan untuk memfasilitasi permohonan penilaian potensi dan
kompetensi bagi pegawai Kementerian/Lembaga di luar Kementerian
Pekerjaan Umum atau instansi lain dibebankan kepada pemohon;
dan

3. Rincian biaya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum
tentang Standar Biaya Keluaran Penilaian Potensi dan Kompetensi di
Kementerian Pekerjaan Umum.

P. Kerja Sama
Dalam hal permintaan penyelenggaraan penilaian potensi dan
kompetensi dari Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi lainnya, diatur
dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kesepakatan Bersama.

Q. Ketentuan Lampiran
Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan
Penilaian Potensi dan Kompetensi SDM di Kementerian Pekerjaan Umum
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Surat Edaran ini.

R. Penutup
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (Y November 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

Aprifrteto, S.T., M.P.P.M.
NIP. 196904251996031001




LAMPIRAN 1 SURAT EDARAN KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA NOMOR: /SE/KM/2025
TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PENILAIAN

POTENSI DAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

PRINSIP DASAR, SUMBER DAYA, DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI

Prinsip Dasar

1. Penyelenggaraan penilaian kompetensi oleh Penyelenggara Penilaian
Kompetensi berdasarkan prinsip independensi, objektif, valid,
reliabel, dan transparan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

2. Penilaian harus berdasarkan data dan fakta yang terukur, bukan
opini yang bersifat subjektif dan harus dirancang untuk mencapai
tujuan spesifik seperti pengembangan karier baik mutasi, rotasi,
maupun promosi;

3. Instrumen yang digunakan harus relevan dan mengukur apa yang
hendak dinilai dengan indikator kompetensi yang diukur;

4. Proses penilaian harus konsisten dan memiliki hasil yang sama
apabila diulang pada kondisi serupa, sehingga dapat digunakan
untuk memberikan arahan dalam pengembangan individu;

5. Peserta harus diberi informasi tentang tujuan, metode, dan kriteria
penilaian, sehingga dapat memilki peluang yang sama dalam
penilaian;

6. Penilaian harus dilakukan dengan waktu, biaya, dan sumber daya
yang efisien dan efektif tanpa mengurangi kualitas hasil;

7. Metode penilaian potensi dan kompetensi harus dapat menyesuaikan
kebutuhan organisasi dan individu yang dinilai secara bertanggung
jawab atas proses dan hasil penilaian;

8. Potensi yang diukur adalah kemampuan intelektual, kemampuan
berpikir kritis dan strategis (critical and strategic thinking),
kemampuan menyelesaikan permasalahan (problem  solving),
kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (growth mindset),
motivasi dan komitmen (grit), kemampuan interpersonal, kesadaran
diri (self awareness), serta kecerdasan emosional (emotional quotient);

Tabel Komponen Potensi

No. ASPEK DEFINISI

1 | Kemampuan Intelektual Kapasitas umum individu untuk
memproses informasi secara logis,
analitis, dan konseptual yang

memungkinkannya untuk belajar hal-
hal baru, beradaptasi dengan cepat,
serta menyelesaikan persoalan secara
efektif dalam berbagai konteks kerja.

2 | Kemampuan Berpikir Kemampuan untuk  menganalisis
Kritis dan Strategis situasi secara mendalam,
(Critical and Strategic mengidentifikasi hubungan sebab-
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No. ASPEK DEFINISI

Thinking) akibat, serta mengembangkan
alternatif solusi yang logis dan
inovatif, dengan mempertimbangkan
arah strategis dan visi organisasi.

3 | Kemampuan Kemampuan untuk mengidentifikasi
Menyelesaikan akar masalah secara tepat,
Permasalahan (Problem mengeksplorasi alternatif solusi, serta
Solving) memilih dan memverifikasi strategi

penyelesaian yang paling relevan dan
berdampak terhadap pencapaian

tujuan.

4 | Kemampuan Belajar Cepat | Kapasitas individu untuk secara aktif
dan Mengembangkan Diri | dan berkelanjutan membangun
(Growth Mindset) kompetensi melalui pembelajaran,

refleksi, dan adaptasi.

5 | Motivasi dan Komitmen Ketekunan dan semangat individu
(Grit) dalam mencapai tujuan jangka

panjang, ditunjukkan melalui
konsistensi usaha, ketahanan
menghadapi hambatan, serta

dorongan untuk menyelesaikan tugas
secara optimal meskipun menghadapi
hambatan maupun kegagalan.

6 | Kemampuan Interpersonal | Kemampuan individu untuk menjalin,
mengelola, dan menyesuaikan relasi
sosial dengan berbagai pihak, melalui
komunikasi yang efektif, empati, dan
kolaborasi yang mendukung
terciptanya kerja sama tim yang
produktif dan harmonis.

7 | Kesadaran Diri (Self Kemampuan individu untuk mengenali
Awareness) dan memahami kapasitas, emosi, nilai,
dan perilaku diri secara objektif, serta
menerima masukan dari lingkungan
guna menyesuaikan respons dan
tindakan secara adaptif dalam tugas
maupun relasi sosial.

8 | Kecerdasan Emosional Kapasitas individu untuk mengenali
(Emotional Quotient) dan mengelola emosi pribadi secara
tepat, memahami perasaan orang lain,
serta membangun hubungan sosial
yang sehat melalui respons yang
empatik dan efektif dalam berbagai
situasi kerja.

Kompetensi yang diukur mencakup Kompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural, sedangkan untuk Kompetensi Teknis
diatur dalam peraturan terpisah; dan

Tabel Komponen Kompetensi

No. ASPEK DEFINISI
1 | Integritas Konsisten berperilaku selaras dengan
nilai, norma dan/atau etika

organisasi, dan jujur dalam hubungan
dengan manajemen, rekan Kerja,
bawahan langsung, dan pemangku
kepentingan, menciptakan budaya
etika tinggi, bertanggung jawab atas
tindakan atau keputusan beserta
risiko yang menyertainya.




No.

ASPEK

DEFINISI

Kerja Sama

Kemampuan menjalin, membina,
mempertahankan hubungan kerja
yang efektif, memiliki komitmen saling
membantu dalam penyelesaian tugas,
dan mengoptimalkan segala sumber
daya untuk mencapai tujuan strategis
organisasi.

Komunikasi

Kemampuan untuk menerangkan
pandangan dan gagasan secara jelas,
sistematis disertai argumentasi yang
logis dengan cara-cara yang sesuai
baik secara lisan maupun tertulis;
memastikan pemahaman;
mendengarkan secara aktif dan
efektif;, mempersuasi, meyakinkan,
dan membujuk orang lain dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.

Orientasi pada Hasil

Kemampuan mempertahankan
komitmen pribadi yang tinggi untuk
menyelesaikan tugas, dapat
diandalkan, bertanggung  jawab,
mampu secara sistematis
mengidentifikasi risiko dan peluang
dengan memperhatikan

keterhubungan antara perencanaan
dan hasil  untuk  keberhasilan
organisasi.

Pelayanan Publik

Kemampuan dalam melaksanakan
tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan kegiatan
pemenuhan kebutuhan pelayanan
publik secara profesional, transparan,
mengikuti standar pelayanan yang
objektif, netral, tidak memihak, tidak
diskriminatif, serta tidak terpengaruh
kepentingan pribadi/kelompok/
golongan/partai politik.

Pengembangan Diri dan
Orang Lain

Kemampuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan menyempurnakan
keterampilan diri; menginspirasi orang
lain untuk mengembangkan dan
menyempurnakan pengetahuan dan
keterampilan yang relevan dengan
pekerjaan dan pengembangan karier
jangka panjang, mendorong kemauan
belajar sepanjang hidup, memberikan
saran/bantuan, umpan balik,
bimbingan untuk membantu orang
lain untuk mengembangkan potensi
dirinya.

Mengelola Perubahan

Kemampuan dalam menyesuaikan diri
dengan situasi yang baru atau
berubah dan tidak bergantung secara
berlebihan pada metode dan proses
lama, mengambil tindakan untuk

mendukung dan melaksanakan
insiatif perubahan, memimpin usaha
perubahan, mengambil tanggung

jawab pribadi untuk memastikan
perubahan berhasil diterapkan secara
efektif.
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B.

No.

ASPEK DEFINISI

Pengambilan Keputusan Kemampuan membuat keputusan
yang baik secara tepat waktu dan
dengan  keyakinan  diri  setelah
mempertimbangkan prinsip kehati-
hatian, dirumuskan secara sistematis
dan seksama berdasarkan berbagai
informasi, alternatif pemecahan
masalah dan konsekuensinya, serta
bertanggung jawab atas keputusan
yang diambil.

Perekat Bangsa Kemampuan dalam mempromosikan
sikap toleransi, keterbukaan, peka
terhadap perbedaan
individu /kelompok masyarakat;
mampu menjadi perpanjangan tangan
pemerintah dalam mempersatukan
masyarakat dan membangun
hubungan sosial psikologis dengan
masyarakat di tengah kemajemukan
Indonesia sehingga menciptakan
kelekatan yang kuat antara ASN dan
para pemangku kepentingan serta
diantara para pemangku kepentingan
itu sendiri; menjaga,
mengembangkan, dan mewujudkan
rasa persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara Indonesia.

Sumber Daya Penyelenggaraan

Ketua Tim

Ketua Tim bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses kegiatan
pada 1 (satu) kegiatan penilaian potensi dan kompetensi. Kriteria
Ketua Tim yaitu:

1s

a.
b.

Asesor Internal dari unsur Asesor SDM Aparatur;

Minimal Asesor SDM Aparatur Madya dan/atau Asesor SDM
Aparatur Muda untuk kegiatan penilaian potensi dan kompetensi
metode kompleks; dan

Minimal Asesor SDM Aparatur Muda untuk kegiatan penilaian
potensi dan kompetensi metode sedang dan metode sederhana.

Administrator Asesmen

Administrator asesmen bertanggung jawab terhadap kualitas proses
dan hasil penilaian potensi dan kompetensi. Kriteria administrator
asesmen adalah Asesor Internal dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

Asesor Internal yang dapat menjadi administrator adalah yang
berasal dari unsur Asesor SDM Aparatur;

Untuk kegiatan penilaian potensi dan kompetensi metode
kompleks minimal Asesor SDM Aparatur Ahli Muda;

Untuk kegiatan penilaian potensi dan kompetensi metode sedang
dan metode sederhana minimal Asesor SDM Aparatur Ahli
Pertama.
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